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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2),
Pasal 346 ayat (4), dan Pasal 365 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan

Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4722);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, Kkriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.

Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan
dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan
ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan
perjalanan kereta api.

Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian yang
selanjutnya disingkat SMKP adalah bagian dari sistem
manajemen  penyelenggara  perkeretaapian = secara
keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan
perkeretaapian.

Keselamatan Perkeretaapian adalah suatu keadaan

selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
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10.

11.

12.

13.

14.

Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yang selanjutnya
disebut SDM Perkeretaapian adalah meliputi tenaga
penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga
perawatan, petugas pengoperasian prasarana
perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas
penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan,
petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga
pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.
Insiden adalah kondisi kejadian yang berkaitan dengan
keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM
Perkeretaapian yang dapat menimbulkan kerugian.
Kecelakaan Kereta Api adalah adalah peristiwa atau
kejadian pengoperasian sarana kereta api yang
mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban
jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi
berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit
yang timbul karena hubungan kerja.

Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api
dapat dioperasikan.

Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel.

Penyelenggara Perkeretaapian adalah penyelenggara
prasarana dan/atau penyelenggara sarana
perkeretaapian.

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak
yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan
usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian
umum.

Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
yang selanjutnya disebut Audit SMKP adalah verifikasi
yang dilakukan secara sistematis, independen dan
terdokumentasi terhadap SMKP penyelenggara
perkeretaapian dengan kesesuaian kriteria SMKP yang

telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.



15.

16.
17.

2018, No.963

Auditor Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi
kualifikasi keahlian dan memiliki kewenangan untuk
melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan
angkutan, sumber daya manusia dan keselamatan
perkeretaapian.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perkeretaapian.

Pasal 2

Penyusunan dan penerapan SMKP bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)

meningkatkan Keselamatan  Perkeretaapian  yang
terencana, terstruktur, terukur dan terintegrasi,
mencegah terjadinya Insiden dan/atau Kecelakaan Kereta
Api; dan

menciptakan tempat dan lingkungan kerja SDM

Perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, dan efisien.

BAB II
PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN PELAPORAN SMKP

Pasal 3

Setiap Penyelenggara Perkeretaapian wajib menyusun,
menerapkan dan menyampaikan laporan penerapan
SMKP meliputi:
a. penetapan kebijakan Keselamatan Perkeretaapian,;
b. perencanaan Keselamatan Perkeretaapian;
c. pelaksanaan rencana Keselamatan Perkeretaapian;
d. pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan

Perkeretaapian; dan
e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMKP.
Laporan penerapan SMKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara

berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.



